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BAB I  
PENDAHULUAN 
 
 
A. Latar Belakang 
 
Sistem pemungutan pajak telah berubah sejak adanya taxreform/reformasi 
perpajakan ditahun 1983, dimana sistem official assessment berubah 
menjadi self assessment. Dalam sistem official assessment, Wajib Pajak 
bersikap pasif, menunggu perhitungan besarnya pajak dari pihak fiskus, 
sedangkan dalam sistem self assessment, Wajib Pajak diberi wewenang 
untuk menghitung, memperhitungkan, menyetordan melaporkan sendiri 
pajaknya. Adapun kelebihan dari sistem self assessment adalah1 
a. Adanya kepastian hukum. 
b. Perhitungannya sederhana dan mudah dimengerti oleh Wajib 
Pajak. 
c. Pelaksanaannya mudah. 
d. Lebih mencerminkan asas keadilan dan merata. 
e. Memperkecil kemungkinan Wajib Pajak  tidak mampu membayar 
pajak akibatperhitungan yang terlalu besa 
 Bagi  pemerintah, sistem self assessment  lebih  menguntungkan  karena 
biaya pemungutannya lebih kecil dibandingkan dengan sistem official 
assessment. Dengan  berlakunya sistem self  assessment  maka   pihak   fiskus 
berkewajiban untuk  memberikan pelayanan dan  pengawasan yang lebih  
                                                          
1Indra Ismawan, Memahami Reformasi Perpajakan 2000, Jakarta : PT. Elex Media 
Komputindo,2001 : hal. 11 
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optimal, karena secara alamiah tidak ada orang yang secara sukarela 
membayar pajaknya. 
 Dalam  sistem self  assessment,  Wajib  Pajak diharapkan  peran  aktifnya 
dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (taxcompliance). Namun 
kenyataannya, sejak  diterapkan sampai dengan  sekarang, kesadaran  Wajib 
Pajakm untuk memenuhi kewajiban perpajakannya masih rendah. 
 Menurut Brotodihardo, ”lepas dari kesadaran kewarganegaraan dan 
solidaritas nasional, lepas pula dari pengertiannya tentang kewajibannya 
terhadap negara, pada sebagian terbesar  diantara   rakyat  tidak   akan  pernah  
meresap kewajibannya membayar pajak sedemikian rupa, sehingga 
memenuhinya  tanpa menggerutu  bahkan  bila  ada  sedikit  kemungkinan  
saja,  maka  pada  umumnya mereka cenderung untuk  meloloskan diri dari  
setiap pajak hal ini  ternyata terjadidi segenap negara dan sepanjang masa”.2 
 Dari  pernyataan diatas, dapat disimpulkan  bahwa  apabila terdapat  
celahatau  peluang sedikit saja, maka Wajib  Pajak  akan  berusaha  
menghindar  darikewajiban perpajakannya. 
 Karena itu dalam sistem self assessment, sangat dibutuhkan penegakan 
hukum yang tegas yakni dengan pemeriksaan, penyidikan dan penagihan. 
Disinilah peran penegakan hukum harus diterapkan. Penegakan hukum 
dibidang perpajakan pada hakekatnya tidak lain sebagai penyeimbang, 
sekaligus sebagai penguji terhadap   pelaksanaan  self assessment sistem. 
                                                          
2Santoso Brotodiharjo,  Pengantar Ilmu Hukum Pajak 
,PT.RefikaAditama,Bandung,2001,hal 48 
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 Secara umum  dapat  dikatakan kewajiban  fiskus atau Direktorat Jenderal 
Pajak sebagai  lembaga dibidang penegakan hukum  adalah mengawasi  agar 
proses dan pelaksanaan sistem self assessment tetap berada pada koridor 
peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. 
 Pilar utama  penerapan law enforcement dibidang perpajakan adalah 
kegiatan pemeriksaan, penyidikan dan penagihan pajak. Jadi kegiatan 
pemeriksaan, penyidikan dan penagihan pajak harus dilihat sebagai upaya 
Direktorat Jenderal Pajak seperti yang telah diamanatkan olehUndang-
Undang  Perpajakan  dalam  menjalankan  fungsinya untuk  menjaga  agar  
koridor  peraturan perpajakan yang  telah ditetapkan dapat dijalankan secara  
konsisten dan konsekuen baik oleh Wajib Pajak maupun oleh aparat 
Direktorat Jenderal Pajak sendiri. 
 Pemeriksaan  pajak  merupakan  tindakan  pelaksanaan penegakan  hukum 
(law  enforcement)  agar peraturan  yang  dikeluarkan  dilaksanakan  dengan 
baik. Pemeriksaan  pajak  merupakan  alat  bagi  pemerintah,  dalam  hal  ini  
Direktora tJenderal Pajak, untuk menilai  kepatuhanWajib  Pajak.Bila tidak  
dilakukan penegakan hukum akan menimbulkan ketidak adilan bagi Wajib 
Pajak yang telah melaksanakan kewajiban perpajakannya secara baik. 
 Pemeriksaan  sebagai  salah satu  upaya  penegakan  hukum  memiliki  
dua tujuan yaitu untuk menguji kepatuhan  pemenuhan  kewajiban perpajakan  
dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan, dan pembinaan  
kepada  Wajib Pajak  dan  untuk  tujuan  lain  dalam  rangka  melaksanakan  
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tercantum dalam 
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Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013. Sedangkan apabila 
sudah memasuki wilayah tindak pidana maka proses pemeriksaan dapat 
ditingkatkan menjadi proses penyidikan. Perlu diketahui bahwa pelaksanaan 
penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan  merupakan upaya paling akhir 
atau ”ultimum  remedium”dalam menjalankan undang-undang perpajakan. 
 Sedangkan pungutan pajak mengurangi penghasilan atau kekayaan 
individu tetapi sebaliknya merupakan penghasilan masyarakat yang kemudian 
di kembalikan lagi kepada masyarakat, melaui pengeluaran-pengeluaran rutin 
dan pengeluaran pembangunan yang akhirnya kembali lagi kepada seluruh 
masyarakat yang bermanfaat bagi rakyat, baik yang membayar maupun tidak. 
 Dalam pemungutan pajak subjek dan objek pajak harus jelas.Oleh karena 
itu harus dikelola dengan baik dan benar sehingga data wajib pajak 
sesuai.Selain itu, tarif pajak harus ditentukan berdasarkan ketentuan yang 
berlaku saat itu.Dengan demikian para wajib pajak dapat rutin dan patuh 
membayar pajak.Subjek pajak adalah orang, badan atau kesatuan lainnya 
yang telah memenuhi syarat-syarat subjektif, yaitu bertempat tinggal atau 
berkedudukan di Indonesia.Subjek pajak baru menjadi wajib pajak bila telah 
memenuhi syarat-syarat obyektif. Objek pajak adalah apa yang dikenakan 
pajak. Mengingat penting dan strategisnya objek pajak karena menyangkut 
apa yang dikenakan atau tidak dikenakannya pajak atas objek dimaksud, 
sehingga dalam Undang-Undang perpajakan kita selalu dengan tegas 
dinyatakan apa yang menjadi objek setiap jenis pajak. 
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  Sedangkan pada era pertumbuhan ekonomi yang dihadapi Indonesia 
sekarang ini banyak badan hukum asing yang berinvestasi atau membuka 
cabang perusahaan mereka di dalam negeri untuk bersaing dengan perusahaan 
dalam negeri, dengan masuknya badan hukum asing dIindonesia maka badan 
hukum asing itu harus mematuhi segala peraturan dan regulasi uang berada di 
Indonesia, terutama dalam hal pajak. 
  Beberapa badan hukum asing yang masuk ke Indonesia terutama dalam 
bidang IT seperti google,facebook,twitter adalah badan hukum asing yang 
sampai sekarang masih sulit untuk kita menarik pajak penghasilan yang 
mereka terima dari Indonesia. 
 MenurutPasal 2 ayat (1)Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang 
Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang 
Pajak Penghasilanyang berbunyi sebagai berikut: 
(1) Yang menjadi subjek Pajak adalah : 
a. orang pribadi 
b. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan 
menggantikanyang berhak 
c. badan 
d. bentuk usaha tetap3 
 
Selain itu ada Pasal 4 ayat (1)  Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 
Tentang Pajak Penghasilan yang berbunyi : 
Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan 
kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang 
berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai 
untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang 
bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun4 
 
                                                          
3Pasal 2 ayat (1) Bab I Ketentuan Umum Undang-Undang  Nomor 36 Tahun 2008 
Tentang Pajak Penghasilan 
4Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan 
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Jelas sekali dalam pasal diatas adanya kewajiban dari perusahaan asing 
atau perusahaan dalam negeri sendiri yang mendapat peghasilan dari 
Indonesia harus membayar pajak penghasilan kepada Indonesia. Sedangkan 
dalam Pasal 36 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 
17/PMK.03/2013 Tentang Tata Cara Pemeriksaanyang berbunyi : 
(1) Dalam hal Wajib pajak, wakil, atau kuasa dari wajib pajak yang 
dilakukan pemeriksaan lapangan untuk menguji kepatuhan 
pemenuhan kewajiban perpajakan menyatakan menolak untuk 
dilakukan pemeriksaan lapangan,wajib pajak,wakil, atau kuasa dari 
wajib pajak harus menandatangani surat pernyataan penolakan 
pemeriksaan 
 
Dalam bunyi pasal diatas menjelaskan tentang penolakan pemeriksaan 
pajak yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau badan pada saat 
pemeriksaan lapangan. 
Dari berdasarkan uraian tersebut mendorong penulis untuk mengadakan 
penelitian hukum yang berjudul : Tinjuan Yuridis Normatif Pemeriksaan 
Pajak ( Kajian berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang 
Ketentuan Umumdan Tata Cara Perpajakan jo Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan) 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang terssebut diatas, maka penulis merumuskan 
permasalahan sebagai berikut: 
1. Bagaimana pengaturan pemeriksaan pajak penghasilan khusunya 
terhadap badan hukum asing menurut Pasal 29 ayat (3) dan Pasal 31 
ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan 
Umum dan Tata Cara Perpajakan? 
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2. Apa Implikasi hukum bagi badan hukum asing yang menolak 
pemeriksaan pajak penghasilan dalam Pasal 39 ayat (1) huruf e 
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan 
Tata Cara Perpajakan dan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Menteri 
Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.03/2013 Tentang Tata 
Cara Pemeriksaan? 
C. Tujuan Penelitian 
Tujuan Penelitian merupakan suatu hal yang penting keberadaannya 
dalam menetukan awal penelitian yang ingin dicapai dari permasalahan yang 
ada. Pencapaian tujuan bisa dilakukan, adapun tujuan dari penelitian ini 
adalah : 
1. Untuk mengetahui dan mengkaji pengaturan pemeriksaan pajak 
penghasilan khusunya terhadap badan hukum asing menurut Pasal 29 ayat 
(3) dan Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang 
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 
2. Untuk mengetahui dan mengkajiimplikasi hukum bagi badan hukum asing 
yang menolak pemeriksaan pajak penghasilan dalam Pasal 39 ayat (1) 
huruf e Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum 
dan Tata Cara Perpajakan dan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Menteri 
Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.03/2013 Tentang Tata 
Cara Pemeriksaan 
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D. Manfaat Penelitian 
D.1 Bagi Penulis 
Penelitian ini dapat berguna sebagai penambah wawasan dan ilmu 
pengetahuan tentang hukum pajak, sekaligus sebagai syarat untuk 
penulisan tugas akhir dan menyelesaikan studi S1 di Fakultas Hukum 
Universitas Muhammadiyah Malang. 
D.2 Bagi Masyarakat 
Penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana masyarakat untuk 
memperoleh pandangan dan pengetahuan terkait denganPemeriksaan 
Pajak Penghasilan suatu subyek pajak yang berupa perusahaan ataupun 
badan usaha sehingga masyarakat dapat ikut serta dalam 
mensosialisasikan pemberlakuan peraturan tentang peraturan pajak 
penghasilan untuk suatu badan usaha, dimana dalam hal ini masih 
banyak yang belum mengetahui peranan dari pada peraturan mengenai 
pemeriksaan pajak penghasilan perusahaan atau badan usaha 
D.3 Bagi Kalangan Praktisi Hukum 
Penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana untuk menambah 
wacana bagi kalangan praktisi hukum berkaitan dengan pemeriksaan 
pajak penghasilan kepada subyek pajak yang berupa perusahaan dan 
badan usaha 
D.4 Bagi Kalangan Akademisi 
Penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana untuk menambah 
wawasan maupun refrensi untuk penelitian lebih lanjut berkaitan dengan 
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analisis yuridis normatif terkait pemeriksaan pajak penghasilan subyek 
pajak yang berupa perusahaan atau badan usaha 
E. Kegunaan Penelitian 
Kegunaan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini untuk 
memberikan kontribusi hukum pajakkhususnya dalam bidang Pemeriksaan 
Pajak Penghasilan terhadap subyek pajak perusahaan ataupun suatu badan. 
F. Metode Penelitian 
F.1 Metode Pendekatan 
Metode pendekatan yang digunakan dalam penyusunan penulisan 
hukum ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu menganalisa 
dan mengkaji pemeriksaan pajakpenghasilan terhadap subyek Pajak 
perusahaan atau Badan Usaha. 
F.2 Sumber Bahan Hukum 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa bahan hukum 
sebagai berikut : 
a. Bahan Hukum Primer 
 
Sumber data primer diperoleh dengan cara studi kepustakaan 
melalui bahan-bahan literatur yaitu undang-undang dan peraturan-
peraturan, studi dokumentasi melalui dokumen atau arsip-arsip dari 
pihak yang terkait dengan cara mencatat atau meringkas dokumen- 
dokumen, serta penelusuran situs-situs internet yang berhubungan. 
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b. Bahan Hukum Sekunder 
Sumber data Sekunder berupa jenis data mengenai pengertian 
baku, istilah baku yang diperoleh dari ensiklopedi, kamus, glossary. 
F.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 
Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam 
penelitian ini adalah sebagai berikut : 
a. Studi Kepustakaan 
Yaitu dengan melakukan penelusuran dan pencarian bahan-bahan 
kepustakaan dari berbagai literatur/buku-buku maupun jurnal 
b. Studi Dokumen 
Berupa penelusuran perundang-undangan antara lain : 
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak 
Penghasilan, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang 
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Peraturan Pemerintah 
Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara 
Pelaksanaan dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan, Peraturan 
Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.03/2013 
Tentang Tata Cara Pemeriksaan 
c. Internet 
Yaitu dengan melakukan penelusuran dan pencarian bahan-bahan 
melalui internet atau website untuk melengkapi bahan hukum 
lainnya 
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F.5 Teknik Analisa Bahan Hukum 
Seluruh data yang terkumpul dianalisis menggunakan analisis 
Deskriptif Kualitatif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan 
menggambarkan sesuai dengan permasalahan penelitian hukum dibantu 
dengan interpretasi hukum/penafsiran hukum antara lain: 
Penafsiran autentik, Penafsiran Sistematis, Penafsiran Analogis, dan 
Penafsiran Sosiologis. 
G. SISTEMATIKA PENELITIAN 
Sistematika penulisan ini terdiri dari 4 (empat) bab yang tersusun secara 
sistematis sehingga dapat dengan mudah dipahami,, yang secara garis besar 
dapat diuraikan sebagai berikut : 
BAB I : PENDAHULUAN 
Bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang permasalahan, 
rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 
sistematika penelitian. 
BAB II :KAJIAN PUSTAKA 
Bab ini menguraikan lebih dalam mengenai teori pajak, teori pajak 
penghasilan, teori badan hukum asing, teori pemeriksaan pajak, teori 
sanksi perpajakan, teori fungsi peraturan perundang-undangan, teori 
pengaturan pemeriksaan pajak, dan teori asas perundang-undangan 
yang melandasi penulisan dan pembahasan yang berkaitan dengan 
judul.Teori ini diperoleh dari studi kepustakaan dan digunakan 
sebagai kerangka untuk memudahkan penulisan penelitian. 
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BAB III :HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Pada bab ini akan diuraikan pembahasan permasalahan yang 
diangkat oleh penulis. Dalam pembahasan ini penulis akan 
memaparkan, Bagaimana pengaturan pemeriksaan pajak penghasilan 
khusunya terhadap badan hukum asing menurut Pasal 29 ayat (3) 
dan Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 
Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, apa Implikasi 
hukum bagi badan hukum asing yang menolak pemeriksaan pajak 
penghasilan dalam Pasal 39 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 
28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 
dan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik 
Indonesia Nomor 17/PMK.03/2013 Tentang Tata Cara Pemeriksaan 
BAB IV : PENUTUP 
Pada bab penutup ini berisi kesimpulan dari pembahasan mengenai 
hasil penelitian serta saran-saran yang perlu disampaikan terkait 
dengan permasalahan yang telah diteliti. 
 
 
 
 
